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TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum tentang Surat Dakwaan

a. Definisi Surat Dakwaan menurut para ahli :

1)

2)

M. Yahya Harahap mepyatakan bahwa:

akwa, perumusan mana ditarik
pe Gaan penyidikan dihubungkan
lIndak pidana e dilanggar dan

tersebutlah yang

. sidang pengadilan

berkas perkara k perldanga yang memuat nama dan identitas
pelaku perbuatan tindak pidana, kapan dan di mana perbuatan
dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai
perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa
memenuhi pasal-pasal tertentu dari Undang-Undang yang tertentu
pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan
terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar
perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul
terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan
untuk perbuatan tersebut (A. Soetomo, 1989: 4).

b. Syarat-Syarat Surat Dakwaan
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Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang mesti
dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Syarat-syarat tersebut adalah
sebagai berikut :

1) Syarat Formil
Syarat formil diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP

yang meliputi:

2)

sebagai berik
a) Cermat
Cermat berarti dalam surat dakwaan itu dipersiapkan sesuai
dengan undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak
terdapat kekurangan atau kekeliruan. Penuntut umum sebelum
membuat surat dakwaan selain harus memahami jalannya
peristiwa yang dinilai sebagai suatu tindak pidana, juga hal-hal
yang dapat menyebabkan batalnya surat dakwaan.
b) Jelas
Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan, penuntut umum
harus merumuskan delik-delik yang didakwakan dan uraian
perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal
ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antara delik

yang satu dengan yang lain, yang unsur-unsurnya berbeda.



c. Bentuk-bentul
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c) Lengkap
Lengkap berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup
semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara
lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak
dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan
materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan

merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

urat Dakwa
: mg,/% .

grdapat

kemungkinan-
tindak pidana lain sebagai
penggantiny aupun : | iptl * mengkumulasikan  atau
mengkombinasikantnd pidana dalam surat dakwaan.

Penyusunan surat dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana,
yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula dalam
pembuktian dan penerapan hukumnya. Oleh Kkarena itu pada
umumnya dakwaan tunggal ini dipergunakan dalam pelimpahan
perkara yang diperiksa dengan acara pemeriksaan singkat.

Surat dakwaan alternatif

Dalam bentuk dakwaan demikian, maka dakwaan tersusun dari
beberapa tindak pidana yang didakwakan yang antara tindak pidana
yang satu dengan tindak pidana yang lain bersifat saling
mengecualikan. Dasar pertimbangan penggunaan dakwaan alternatif
adalah karena Penuntut Umum belum yakin benar tentang kualifikasi

atau pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana tersebut,
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maka untuk memperkecil peluang lolosnya terdakwa dari dakwaan
digunakanlah bentuk dakwaan alternatif.

Biasanya dakwaan demikian, dipergunakan dalam hal antara
kualifikasi tindak pidana yang lain menunjukkan corak/ciri yang
sama atau hampir bersamaan, misalnya: pencurian dengan

penadahan, penipuan dengan penggelapan.

Dakwaan ini mengandung segi-segi positif maupun segi-segi

dengan pasti materi perkara denan pasti.
Sehubungan dengan hal ini, M. Yahya Harahap menyatakan :

Pemikiran yang serupa itu tidak beralasan. Dakwaan yang
berbentuk alternatif sama sekali tidak mengacaukan, dengan
syarat asalkan setiap dakwaan dirumuskan secara jelas dan terang.
Jadi kalau setiap dakwaan cukup jelas dirumuskan sesuai dengan
syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP,
sama sekali hal ini tidak dianggap kacau dan merugikan
kepentingan terdakwa dalam pembelaan diri. Sejak dari semula
terdakwa sudah dapat mempersiapkan pembelaan diri kepada
masing-masing dakwaan. Dengan dakwaan berbentuk alternatif
terdakwa mempunyai kesempatan untuk menolak seluruh
dakwaan maupun membantah salah satu dakwaan (M. Yahya
Harahap, 1988: 431).

3) Surat dakwaan subsidaritas
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Dakwaan ini biasa juga disebut dengan dakwaan subsidair,
subsider atau berlapis. Bentuk dakwaan subsidair dipergunakan
apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana
menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan
demikian dapat menimbulkan keraguan pada Penuntut Umum, baik
mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang

dilanggarnya. Oleh kargna itu penuntut umum memilih untuk

rin tempatkan di ‘
pat beb rapatlnk pidanagtetapi Ye

hanya sagpatu saja

diancam dengan huan pidna terberat sampai pada dakwaan
yang dianggap terbukti. Sedangkan dalam dakwaan alternatif
pembuktiannya langsung dilakukan kepada lapisan dakwaan yang
dipandang terbukti tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu dakwaan-
dakwaan sebelumnya.
Surat Dakwaan Kumulatif

Secara formal untuk dakwaan ini hampir sama dengan dakwaan
alternatif mauoun subsidair, karena tersusun dari beberapa dakwaan
yang disusun secara berlapis. Perbedaannya bahwa dalam dakwaan
alternatif dan dakwaan subsidair, hanya satu dakwaan yang hendak
dibuktikan, sebaliknya pada dakwaan kumulatif seluruh dakwaan
harus dibuktikan.
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Dakwaan kumulasi dibedakan atas dakwaan kumulasi dalam
penyertaan melakukan tindak pidana dan dakwaan kumulasi dalam
hal dilakukannya beberapa tindak pidana..

Surat Dakwaan Gabungan/Kombinasi

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan dewasa

ini, dikenal bentuk surat dakwaan yang disebut dakwaan gabungan

atau kombinasi. Dakw ini disebut dakwaan kombinasi atau

N,gabungan dari dakwaan yang bersifat
! ///Jfl ! L4

idp lapisan=dakwas  harus ada tindak

buktidhSpada me

3]

sing-masing lapisan

dipandang terbuktiApiIa Ipisannya terdiri atas lapisan yang
bersifat alternatif, maka pembuktian dakwaan pada lapis yang
bersangkutan langsung dilakukan terhadap dakwaan yang dipandang
terbukti.

Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara

pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas

bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh

mengenai peristiwa-peristiwva yang terletak dalam batas-batas yang

ditentukan dalam surat dakwaan (Darwan Prinst, 1998:115).

Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan

pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi surat dakwaan dapat
dikategorikan sebagai berikut ( Darwan Prinst, 1998:116-117):
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1) Bagi Penuntut Umum
Sebagai dasar penuntutan terhadap terdakwa, sebagai dasar
pembuktian kesalahan terdakwa, sebagai dasar pembahasan juridis
dan tuntutan pidana, dan sebagai dasar melakukan upaya hukum.
a) Bagi Terdakwa/Penasihat Hukum
Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan, sebagai dasar
menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap dakwaan penuntut

2. : i ' nSi Quktian

ayat (1) yaitu alat“bakti, an | dan ale kti yang secara umum sudah
diketahui sehingga tidakerl dibuktikan. Alat bukti yang sah menurut
KUHAP sebagai berikut:
1) Keterangan saksi
Pengertian keterangan saksi terdapat pada Pasal 1 angka 27
KUHAP disebutkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat
bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi
mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuanya itu. Sedangkan pengertian dari saksi seperti yang telah
disebutkan dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

sendiri dan ia alami sendiri.
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Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti
yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian
perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi.
Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang
lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan
saksi (M. Yahya Harahap, 2008: 286).

Alat bukti keterangan saksi sebagai alat bukti yang bebas yang

angan saksi, tetapi sulit pula
poigy peranannya seorang ahli
merangkap pula sebai aksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli
berbeda, keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi
itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu
penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan
kesimpulan mengenai hal-hal itu (Andi Hamzah, 2008: 274).

KUHAP membedakan keterangan seorang ahli dipersidangan
sebagai alat bukti “keterangan ahli” dan keterangan seorang ahli
secara tertulis di luar sidang pengadilan sebagai alat bukti “surat”.
Mengenai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli
pada prinsipnya yaitu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian
yang mengikat dan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan
pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan

pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi
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Adapun yang menjadi syarat-syarat keterangan ahli sebagai

berikut:

a) Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu
yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.

b) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah
berhubungan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Karena merupakan syarat, maka apabila ada keterangan seorang

184, pada urutan kedua | ungsiketerangan ahli menurut Pasal 306
HIR dapat digunakan hanya untuk memberikan keterangan pada
hakim. Hakim boleh mengambilnya sebagai pendapatnya sendiri dan
boleh juga tidak. Akan tetapi, kini di dalam KUHAP fungsi
keterangan ahli menjadi lain. Kedudukan keterangan ahli sebagai alat
bukti menjadi sama kedudukannya dengan alat bukti-alat bukti yang
lain. Peningkatan fungsi dan kedudukan keterangan ahli menjadi alat
bukti dapat diterima. Mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi sekarang sangat pesat yang tidak mungkin hakim dapat
menguasai semua bidang ilmu dan teknologi tersebut, sehingga wajar
apabila sekarang hakim percaya dengan keterangan ahli (Drs. Adami
Chazawi, 2008:62).
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Surat

Alat bukti surat diatur dalam Pasal 187 KUHAP. Menurut
ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah
menurut Undang-Undang ialah (M. Yahya Harahap, 2008: 306), yaitu:
a) Surat yang dibuat atas sumpah jabatan
b) Atau surat yang dikaitkan dengan sumpah

Kemudian dalam Pasal tersebut juga merinci mengenai bentuk-

keadaan;
c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat
berdasarkan keahlianya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang
diminta secara resmi;
d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan
isi dari alat pembuktian yang lain.
Dalam hukum acara pidana sama sekali tidak mengatur ketentuan
yang khusus tentang nilai kekuatan pembuktian surat.
Petunjuk
Alat bukti petunjuk diatur dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang
memberikan definisi petunjuk adalah sebagai berikut: “petunjuk
adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana
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itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan
siapa pelakunya”. Sedangkan pada Pasal 188 ayat (2) KUHAP
menjelaskan bahwa petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan
saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Dalam Pasal 188 ayat (3) KUHAP mengatakan bahwa penilaian
atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan

tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia

184 ayat (1) KUHAP merupakan salah satu alasan yang dipergunakan

untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa
dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.
Berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang
menyatakan bahwa “keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk
membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang
didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti
yang lain”.

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya
sendiri. Keterangan terdakwa saja seperti yang disebut diatas, tidak
cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat
bukti yang lain (C.S.T. Kansil, 2004: 237).



25

b. Sistem Pembuktian

1)

2)

3)

Beberapa teori sistem pembuktian pidana antara lain :
Conviction— in time

Dalam teori sistem pembuktian conviction-intime menentukan
salah tidaknya seorang terdakwa, semata-mata ditentukan oleh
penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakimlah yang menentukan
keterbuktian kesalahan terdakwa. Dari mana hakim menarik dan

pjadi masalah dalam sistem ini.

yang diperiks M‘n@ ailan. "Bisa j i hasi
pemeriksaan a k ti ity diabal akim'dan langsung menarik
keyaki ‘engaklj@rda

| im menyimpulkan putusannya tidak
menjadi masalah. la hanya boleh me@pulka dari alat bukti yang

ada d dala fsidangan atau mel gabaikan lat bukti yang ada di

Dalam teori cofviction-raisonnee ini, keyakinan hakim tetap
memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang
terdakwa. Akan tetapi dalam sistem pembuktian ini, faktor keyakinan
hakim dibatasi. Dalam teori ini keyakinan hakim harus didukung
alasan-alasan dan suatu kesimpulan yang logis, yang tidak didasarkan
kepada Undang-Undang akan tetapi ketentuan-ketentuan menurut
ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang
pelaksanaan pembuktian yang dipergunakan hakim.

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif (Positief wettelijk
Stelsel)

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah

merupakan pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem

pembuktian menurut keyakinan atau conviction intime. Dalam sistem
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pembuktian ini keyakinan hakim tidak berperan menentukan salah
tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian
dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.
4) Pembuktian Undang-Undang secara Negatif (Negatief  Wettelijk
Stelsel)
Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif

merupakan teori antar sistem pembuktian menurut Undang-Undang

dalam Pasal 18

yaitu:

a) Putusan pidana oleh hakim harus berdasarkan sekurang-kurangnya
dua alat bukti yang sah.

b) Harus ada keyakinan hakim telah terjadinya tindak pidana, bahwa

terdakwa yang bersalah.

Tinjauan Umum tentang Putusan

Putusan pengadilan adalah pernyataan yang diucapkan oleh hakim
dalam sidang pengadilan yang sifatnya terbuka untuk umum, yang dapat
berupa pemidanaan, bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dimana
dalam KUHAP diatur dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP. Putusan adalah
kesimpulan akhir dari sebuah pemeriksaan yang telah melalui proses di

pengadilan.
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Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan sangat tergantung
dari musyawarah majelis hakim yang berpangkal dari surat dakwaan dengan
segala sesuatu pembuktian yang berhasil dikemukakan di depan Pengadilan.
Proses peradilan yang dimaksud adalah proses beracara yangdilakukan para
pihak baik penuntut umum maupun pengacara yang ditunjuk oleh masing-
masing pihak yang kemudian diputus oleh seorang hakim berdasarkan bukti

dan keyakinannya. Putusan itu_harus memenuhi syarat-syarat yang telah

KUHAP (Andi
Berda$al

tiga bentuk p

yakni:

a. Putu bebagﬁspr
Putusan b bera

dipidana” (M. aya Harahap,2000:347)
Berdasarkan Pasal 1 UHAP, ada 2 (dua) alasan terdakwa dapat
diputus bebas:
1) Perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan
Hal ini terkait dengan pembuktian yang dilakukan oleh penuntut
umum pada persidangan, dikarenakan kesalahan yang didakwakan
kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, atau secara nyata hakim
menilai pembuktian kesalahan terdakwa tidak memenuhi ketentuan
batas minimun pembuktian sesuai Pasal 183 KUHAP (misalnya alat
bukti yang diajukan hanya terdiri dari seorang saksi saja) atau atas
dasar penilaian kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh
keyakinan hakim.
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2) Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana

Terhadap hal ini, maka terdakwa diputus lepas dari segala

tuntutan hukum. Hal ini terkait dengan syarat-syarat pembebasan

atau pelepasan dari segala tuntutan hukum yang diatur dalam KUHP
(M.Yahya Harahap,2000:348). Diantara lain:

a)

d)

Pasal 44, apabila perbuatan tindak pidana yang dilakukan

bkan:

. W 1!
n
ontwikkeling

baik bersifat daya paksa, batin atau fisik.

Pasal 49, orang yang terpaksa melakukan perbuatan pembelaan
karena ada serangan ancaman seketika itu juga baik terhadap
diri sendiri maupun terhadap orang lain atau terhadap
kehormatan kesusilaan.

Pasal 50, orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan
ketentuan undang-undang, tidak dapat dipidana, terdakwa harus
diputus denngan putusan bebas.

Mungkin pada era KUHAP, keberanian penuntut umum untuk

menggagahi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan akan

berkurang, sebab dengan adanya resiko penuntutan ganti rugi atas

penahanan tidak sah seperti yang diatur pada Pasal 95 dan 96
KUHAP (M. Yahya Harahap,2000: 351).
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b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging)
Dasar yuridis putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yakni Pasal
191 ayat (2) KUHAP, yang menyatakan, “Jika pengadilan berpendapat
bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi
perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa
diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” Mencermati ketentuan Pasal

191 ayat (2) KUHAP terseut bahwa pada putusan lepas dari segala

ayat (1) KUHP, Pasal 50 K HP dan Pasal 51 ayat (1) KUHP maka ia
tidak dapat dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat dijatuhi pidana
(Andi Hamzah, 2000: 37).

c. Putusan pemidanaan (veroordeling)

Ketentuan yang menjadi dasar hukum mengenai putusan pemidanaan
(veroordeling), yakni Pasal 191 ayat (3) KUHAP, yang menyatakan,
“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan
menjatuhkan pidana”.

Alasan dijatuhkannya putusan yang mengandung pemidanaan oleh
hakim yang menangani suatu perkara pidana, yakni terbuktinya unsur
kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa secara sah dan

meyakinkan, dalam arti bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah,
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yaitu berupa adanya alat-alat bukti konvensional yang diakui oleh
KUHAP, sebagaimana dimuat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP hakim
mempunyai keyakinan bahwa terdakwa memang bersalah telah

melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

4, Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

ak Pidana

Istilah korupsi bméari bahasa latin yaitu coruptie atau
~ '

corruptu ya kata 0 berasal dari kata corrumpore
Suatu atin ya a). D%hasa atin inilah kemudian
Adiik h bahasa ,

opa,seperti kaggris: ‘€orruption, corrupt;
Perang-\cor Iptio

I
=]
@D
=]
<
c
Y]
o
Y]
=]
o
Y]
=]

1983: 1876).
a) Definisi Tindak Pidana Korupsi Menurut Para Ahli

Definisi tentang tindak pidana korupsi dapat dipandang

dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang

dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste

dalam Suyatno, korupsi didefinisikan 4 jenis ( Suyatno,

2005:17-18) :

(1) Discretionery corruption, ialah korupsi yang dilakukan
karena adanya kebebasan dalam  menentukan
kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah,
bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para

anggota organisasi.
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‘ Uscin Alatas, :i:gat 7
bentul danj@koruiyaitu usu 2001:
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(2) Hlegal corruption, ialah suatu jenis tindakan yang
bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud
hukum, peraturan dan regulasi tertentu.

(3) Mercenery corruption, ialah jenis tindak pidana korupsi
yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi,
melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.

orruption, ialah jenis korupsi illegal

(4) Ideological

adanya kesepakatan ffmbal balik antara pihak pemberi
A _ :_ '-  § n kepada kedua belah pihak
dan dengan aki iuasahakan tercapainya keuntungan yang
biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.
Korupsi perkerabatan (nepotistic corruption) yang
penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai
keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
Korupsi yang memeras (extortive corruption), adalah korupsi
yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai
ancaman, teror, penekanan (pressure) terhadap kepentingan
orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.

Korupsi investif (investive corruption), adalah memberikan suatu
jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di

masa depan.



5)

6)

7)
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Korupsi defensif (defensif corruption), adalah pihak yang akan
dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini
membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
Korupsi otogenik (outogenic corruption), yaitu korupsi yang
dilakukan seorang diri (single fighter), tidak ada orang lain atau
pihak yang terlibat.

Korupsi suportif (supartive corruption), adalah korupsi dukungan

lain yang terlibat.
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B. Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan Perkara Pidana Korupsi

Nomor: 78/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR-Smg

A 4

Pembuktian

Alat bukti Keyakinan Hakim

(Pasal 184 KUHAP)

A 4

Hak Terdakwa dalam Ahli A De Charge
Persidangan <

\ 4

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran
Keterangan :

Kerangka pemikiran tersebut menjelaskan alur pemikiran penulis
dalam mengangkat, menggambarkan, menelaah dan menjabarkan serta
menemukan jawaban atas permasalahan hukum vyaitu analisis yuridis
penggunaan ahli a de charge oleh penasihat hukum terdakwa dan
implikasinya terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum dalam
persidangan perkara koroupsi pinjaman BPR Djoko Tingkir Sragen.
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Dalam kasus ini terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno, SH
melakukan tindak pidana korupsi dengan cara memperoleh dana pinjaman
untuk keperluan di luar kedinasan dari Perusahaan Daerah (PD) Bank
Perkreditan Rakyat (BPR) Djoko Tingkir yang sahamnya 100 % dimiliki
oleh Pemerintah Kabupaten Sragen, selanjutnya terdakwa memerintahkan
Drs. Kusharjono untuk mengatur teknis pelaksanaannya dengan Widodo,

secara lisan untuk meminjamkan daa kepada terdakwa dari BPR Djoko

Tingkir. Sehingga tidak ada bukti otentik yang menjelaskan bahwa dana
yang dipinjam oleh terdakwa merupakan pinjaman daerah, sehingga dalam
persidangan perintah lisan secara langsung tidak dapat membuktikan
keterlibatan Untung. Kemudian dapat dijabarkan bahwa rindak pidana
korupsi secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
dari Undang-Undang tersebut merupakan pertimbangan dari jaksa
penuntut umum dalam membuat sebuah surat dakwaan dan surat tuntutan
terhadap tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya menindak para pelaku tindak pidana adalah

melalui Hukum Acara Pidana yang diatur dalam KUHAP, yaitu terdapat
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beberapa tahapan mulai dari tahap penyidikan hingga tahap pemeriksaan
dalam sidang pengadilan. Dalam proses pengadilan tersebut hakim
memutus perkara berdasarkan alat bukti dan keyakinan hakim yang pada
kasus di atas oleh hakim terdakwa diputusbebas. Putusan bebas inilah
yang penulis kaji terkait dengan hak-hak terdakwa dalam persidangan
dengan keterangan ahli a de charge oleh penasihat hukum terdakwa .




